Pengelolaan Keuangan Desa Harus Transparan, Akuntabel dan Bertanggungjawab

BUNTOK - Pj Sekda Barsel Syahrani mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di suatu desa menggunakan dua pendekatan
yakni konsep desa membangun dan membangun desa.

Ia mengatakan, konsep desa membangun itu memastikan bahwa desa adalah subyek utama
pembangunan desa dan konsep ini relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal
usul. “Karena, konsep desa membangun menegaskan bahwa desa berhak untuk merencanakan,
melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa
desa,” jelasnya.

Makna membangun desa, lanjutnya, menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah desa yang
disebabkan lantaran desa memiliki keterbatasan dalam menangani semua persoalan. “Dengan
demikian kehadiran supra desa untuk ikut ulur tangan dalam membangun desa tetap diharapkan,”
cetusnya.

Menurutnya, yang menarik selain dua hal dalam UU desa tersebut yakni bagian yang mengatur
tentang pengelolaan keuangan dan aset desa. “Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara
transparan, akuntabel dan bertanggung jawab,” ucapnya.

Ia mengatakan, untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka salah satu sumber
pendapatan desa berasal dari alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program berbasis desa
secara merata dan berkeadilan.

“Desa juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak/retribusi dan dana
perimbangan yang diterima kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 dan
4,” ujarnya. (ner/ami)
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Catatan :

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu
,Desa membangun® dan ,membangun Desa”“ yang diintegrasikan dalam perencanaan
Pembangunan Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

Pendapatan Desa bersumber dari:
a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

e

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota;

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi anggaran untuk Desa yang
bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa
secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a.

Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan
teknologi tepat guna; dan

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan
kegiatan ekonomi.

Pengaturan terkait desa dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1.
2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.



